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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa
Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana
ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang

menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan transliterasi ini Banyak pilihan dan ketentuan
transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik
yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus
digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang
merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.l. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:

0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut:



Tabel 1.1 Transliterasi

HAur:éf Nama Huruf Latin Nama
\ Alif . “a;f;‘;kan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sla S| Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
C Ha H{ Ha (dengan titik di atas)
c Kha Kh Ka dan Ha
> Dal D De
5 ZJal Z| Zet (dengan titik d iatas)
B Ra R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdanye
P Séd S{ Es (dengan titik di bawah)
P Dad D. De (dengan titik di bawah)
b Ta T. Te (dengan titik di bawah)
b Z4 Z. Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain Ca apostrof terbalik
¢ Gain G Ge




< Fa F Ef

3 Qof Q Qi

2 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

o Nun N En

9 Wau W We

2 Ha H Ha
/i Hamzah L Apostrof
&S Ya Y Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah

(1343
1

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a)
panjang = & misalnya J& menjadi gila Vokal (i) panjang= 1 misalnya
J# menjadi qgila Vokal (u) panjang = (0 misalnya ¢ s> menjadi dina.
Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan
dengan “i”’, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat

menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong,

wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan
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contoh berikut: Diftong (aw) = _smisalnya Js#menjadi gawlun Diftong

(ay) = ¢ misalnya _ amenjadi khayrun.

. Ta’marbiithah ()

Ta’ marbGthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat,
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya J' Jd a2 ) 4w
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan
dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,

misalnya J 4= & menjadi fi rahmatillah.

. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada
di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.
2. Al-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya’Allah kdna wa méalam yasya lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.

Xii



F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem
transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan
presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang
sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme,
kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan
penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata ‘“salat”
ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun
berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan
telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman

Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat.
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ABSTRAK

Azya Eka Dini Fitriana, 2023, Penerapan Restorative Justice Pada
Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan
Anak (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres
Madiun). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Pelecehan seksual; Restorative Justice; Perempuan dan Anak

Kasus begal payudara yang melibatkan perempuan dan anak
merupakan suatu kasus pidana yang termasuk kategori tindak pidana berat
sehingga pelaku dijerat dengan Pasal 82 Undang-undag nomor 35 tahun
2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling sedikit
lima tahun dan paling banyak lima belas tahun. Akan tetapi pada
prakteknya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian justru
menerapkan restorative justice sebagai penghentian penyidikan dengan
alasan telah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Melalui latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah
tentang bagiaman proses penerapan restorative justice oleh penyidik dan
bagaimna analisis kepastian hukum terkait restorative justice sebagali
penghentian suatu perkara pidana pembegalan payudara terhadap
perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
proses dan kepastian hukum restorative justice sebagai penghentian
penyidikan kasus pidana, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis
empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga lokasi penelitian
berada di Polres Madiun. Kemudian segala sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini melalui sumber data primer dan sekunder, dengan
mengambil data baik dari wawancara maupun dokumentasi yang nanti
akan dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan
restorative justice pada kasus begal payudara ditujukan sebagai penegakan
hukum oleh penyidik melalui gelar perkara yan termasuk bagian
penyidikan, akan tetapi penghentian penyidikan tersebut dari sisi kepastian
hukum tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni
terkait kedudukan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif yang kedudukannya berada di
bawah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak. Sehingga dalam hal ini penyidik melakukan adanya pelanggaran
praktek penegakan hukum.
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ABSTRAC

Azya Eka Dini Fitriana, 2023, Application of Restorative Justice in
Criminal Cases Sexual Harassment Against Women and Children
(Study at the Madiun Police Women's and Children's Service Unit).
Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Sexual harassment; Restorative Justice; Women and Children

Sexual harassment involving women and children is a criminal
case which is included in the category of serious criminal offenses so that
the perpetrator is charged under Article 82 of Law number 35 of 2014
concerning child protection with a penalty of at least five years and a
maximum of fifteen years. However, in practice, law enforcement carried
out by the Police actually applies restorative justice as a termination of the
investigation on the grounds that there was a peace agreement between the
two parties.

Through this background, problems are formulated regarding the
implementation process restorative justice by investigators and how to
analyze related legal certainty restorative justice as a termination of a
criminal case sexual harassment towards women and children. The aim of
this research is to determine the process and legal certainty restorative
justice as a termination of criminal cases, using empirical juridical
research through a sociological approach. So the research location is at the
Madiun Police Station. Then all data sources used in this research are
through primary and secondary data sources, taking data from both
interviews and documentation which will later be analyzed in qualitative
descriptive form.

The research results show that the implementation process
restorative justice In the case of breast robbery, it is aimed at enforcing the
law Dby investigators through a case title which is included in the
investigation section, however, the termination of the investigation from
the perspective of legal certainty is not in accordance with the hierarchy of
statutory regulations, namely related to the position of Perpol number 8 of
2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Justice. restorative,
whose position is under Law Number 35 of 2014 concerning Child
Protection. So in this case the investigator committed a violation of law
enforcement practices.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan di Indonesia yang tercantum dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada hakikatnya masih
menganut paradigma retributive yang merupakan pembalasan setimpal
terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan paradigma ini
memberikan efek jera (different effect) kepada pelaku agar tidak
mengulangi kejahatannya kembali dan bertujuan untuk mencegah atau
menangkal (prevency effect) masyarakat melakukan kejahatan yang sama.
Akan tetapi, paradigma retributive dianggap memiliki kelemahan yang
begitu besar terkait penerapan keadilan yang belum mampu memulihkan
kerugian dan penderitaan yang diterima korban. Meski pelaku telah
diputus bersalah dan mendapatkan hukumannya, akan tetapi korban tidak

bisa kembali pada keadaan semula.t

Kelemahan seperti ini pada akhirnya memunculkan suatu ide
tentang sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan
penderitaan korban yang dikenal dengan istilah keadilan retoratif atau
restorative justice. Konsep keadilan restoratif memandang korban suatu

tindak kejahatan sebagai pihak yang paling dirugikan, sehingga

1 BambangWaluyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2026), 107.
1



dikemukakannya keadilan ini bertujuan untuk menolak sarana koersif dan
menggantinya dengan sarana reparative. Karena fungsi utamanya
mengakomodir semua pihak, termasuk korban untuk terlibat secara

langsung dalam penentuan sanksi bagi pelaku.

Artinya, dalam praktek restorative justice memuat berbagai
penerapan yang berupaya mengembalikan konflik kepada pihak yang
paling terkena pengaruh seperti korban, pelaku dan komunitas disekitar
mereka, dengan memberi ruang pada setiap kepentingannya.? Selain itu,
restorative justice juga berusaha mengembalikan pemulihan dan
keamanan bagi korban, baik pemulihan terkait ekonomi sampai dengan

pemulihan rehabilitasi fisik dan psikologis.®

Akan tetapi sangat disayangkan, bahwa pada prakteknya konsep
yang ditawarkan keadilan restoratif nampaknya masih belum bisa memberi
kecocokan, khususnya pada kasus yang berkaitan dengan pelecehan
seksual yang melibatkan seorang pelaku dewasa dengan anak sebagai
korban, seperti pada penyelesaian kasus pembegalan payudara terhadap
perempuan dan anak melalui restorative justice sebagai penghentian
penyidikan yang ditangani langsung oleh penyidik Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Madiun.

2 BambangWaluyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia", 108.

3 Diyariesta Caesari, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetam (Studi Kasus Di Polres Magetan)",
(Undergraduate Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2022),
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/96690/Penerapan-Restorative-Justice-Dalam-
Penyelesaian-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-di-Kabupaten-Magetan-Studi-
Kasus-di-Polres-Magetan.




Pelaksanaan restorative justice pada kasus pembegalan payudara
tersebut memang telah mencapai suatu kesepakatan yang telah disetujui
oleh korban dan pelaku, namun apabila dilihat melalui sudut pandang
terkait aturan hukum, pelaksanaan restorative justice tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak terkait ancaman pidana bagi pelaku paling
singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling
banyak lima miliar rupiah. Selain itu dalam sudut pandang Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) pun pelecehan seksual termasuk dalam
jenis perbuatan cabul, sehingga bagi pelaku yang melakukan kejahatan
tersebut dapat dikenakan sanksi dengan hukuman penjara paling lama

sembilan tahun.

Melalui adanya ketidaksesuaian antara praktek penegakan hukum
dengan aturan hukum yang berlaku pada akhirnya menimbulkan adanya
kemungkinan bahwa restorative justice tidak memberi efek jera bagi
pelaku dan resiko pelaku melakukan kejahatannya kembali sangatlah
tinggi. Selain itu, adanya ketidaksesuaian tersebut juga berdampak pada
masyarakat yang akhirnya sulit untuk menerima bagaimana bisa suatu
kasus pelecehan seksual dapat dengan mudah berakhir hanya dengan
perdamaian, terlebih jika kasus tersebut melibatkan anak? mengingat
restorative justice tidak selalu dapat diterapkan pada semua jenis kasus

pidana. Terlebih jika kasus tersebut merupakan tindak pidana yang serius,



pengulangan tindak pidana, ataupun tindak pidana lain yang tidak bisa

diselesaikan melalui pemulihan.

Oleh karena itu, meskipun restorative justice lebih menekankan
pada pemulihan dan hak korban, akan tetapi penerapannya tidak semudah
seperti apa yang ditawarkan pada konsepnya. Adanya ketidaksesuaian
antara praktek penegakan hukum dengan aturan yang berlaku bisa saja
belum mampu memberikan jaminan dapat menghadirkan rasa keadilan
bagi korban mengingat banyaknya kerugian dan proses penyembuhan
trauma yang begitu panjang atau bahkan seumur hidup.® Demikian dari
adanya problematika tersebut, terkait penerapan restorative justice pada
kasus pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak menarik untuk
dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui proses dan kepastian
hukum penyelesaian tersebut yang akan dituangkan melalui penelitian
dengan judul “Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Pidana

Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada satu kasus dengan LP-

B/07/1V/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare (tuduhan pencabulan dalam

4 Widyani Putri, "APAKAH RESTORATIVE JUSTICE SEJALAN DENGAN NILAI-NILAI
HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA?",
Gema Keadilan, No.2 (2022) https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251.

5 Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan
Seksual", 1JouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, No.2 (2021): 47
https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284.
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satu perkara yang melibatkan anak di bawah umur). Diketahui bahwa kasus
tersebut merupakan jenis pelecehan seksual secara fisik dalam bentuk
pembegalan payudara. Penyelesaian kasus LP-B/07/I\VV/2022/SPKT/Polres
Mad/Polsek Kare melalui restorative justice dimana penyelesaian tersebut
sebelum disahkannya Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerapan restorative justice yang dilaksanakan
oleh penyidik Unit PPA Pores Madiun pada kasus begal payudara (LP-

B/07/1V/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare) yang melibatkan

perempuan dan anak sebagai korban?

2. Bagaimana analisis kepastian hukum terkait restorative justice sebagai
penghentian suatu penyidikan kasus pembegalan payudara terhadap
perempuan dan anak (LP-B/07/1V/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek

Kare)?



D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya

penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan restorative justice yang dilaksanakan
oleh penyidik Unit PPA Pores Madiun pada kasus tindak pidana
pembegalan payudara terhadap perempuan dan anak (LP-

B/07/1V/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek Kare).

2. Untuk mengetahui kepastian hukum terkait restorative justice sebagai
penghentian penyidikan kasus pembegalan payudara terhadap
perempuan dan anak (LP-B/07/1\VV/2022/SPKT/Polres Mad/Polsek

Kare).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditujukan sebagai dampak dari tercapainya
tujuan, seandainya tujuan dalam penelitian dapat tercapai dan rumusan

masalah dapat terjawab secara tepat dan akurat,® maka penelitian ini

memberikan memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini menambah manfaat berupa wawasan,

pengetahuan, serta pengalaman bagi peneliti dan pembaca tentang

6 Muhammad Syahrum, "Pengantar Metodologi Peneltian Hukum Kajian Penelitian Normatif",
Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022), 62.
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penyelesaian kasus begal payudara melalui pendekatan restorative

justice untuk

2. Praktis

Diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu
rujukan bagi peneliti awal kepada peneliti berikutnya untuk lebih
mendalami objek penelitian yang berkaitain dengan tema penelitian
ini. Selain itu, diharapkan bahwa dari penelitian ini dapat menjadi
salah satu bahan masukan bagi aparatur yang berwenang dalam
menangani permasalahan tindak pidana pelecehan seksual agar lebih
mengedepankan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku.

F. Definisi Operasional

Definisi ini didasarkan atas sifat-sifat suatu hal yang bisa diamati
atau diobservasi, sehingga apa yang dilakuka oleh peneliti memungkinkan
untuk diuji kembali oleh orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti
memaparkan beberapa istilah yang memerlukan penjelasan guna

menghindari adanya penafsiran yang berbeda, sebagai berikut:

1. Restorative Justice

Disebut sebagai alternatif atau cara lain peradilan pidana

dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan



korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk
menemukan solusi serta mengembalikan keadaan semula pada pola
hubungan baik dalam masyarakat.” Prinsip dasar keadilan ini lebih
mengedepankan pada pemulihan korban yang menderita akibat
kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, adanya
perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial sebagai pengganti
hukuman, ataupun kesepakatan lain.8 Dalam prakteknya, restorative
justice terbagi dalam berbagai model, beberapa diantaranya yang
paling sering digunakan di Indonesia seperti mediasi penal, diversi,
informal mediation, family and community group conferences, dan lain

sebagainya.
Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan perbuatan atau tindakan jahat
yang merusak kehormatan, dimana perbuatan tersebut dengan cara
memaksa untuk menyentuh area tubuh sensitive orang lain secara
paksa dan tidak adanya persetujuan.® Pelecehan seksual juga bukan
hanya melibatkan aktivitas seks saja, melainkan juga penyalahgunaan
kekuasaan atau otoritas. Artinya ketika pelaku berhasil merendahkan
korbannya secara seksual, ia akan mendapatkan rasa puas sebagai

bentuk pengekspresian kuasa tersebut. pelaku pelecehan seksual lebih

" Educational Support Services Trust (South Africa), "Restorative Justice: The Road to Healing"
(Pretoria: Educational Support Services Trus, 2005), 3-4.

8 Willa Wahyuni, "Mengenal Restorative Justice”, Hukum Online.Com, 20 Juni 2022 diakses 30
July 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-1t62b063989c193/.

9 Yoli Hemdi, "Terhindar Dari Pelecehan Seksual" (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2010), 3.
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sering menargetkan perempuan sebagai korban, meski tidak mentup

kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban.

3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di
bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit
Reskrim UM Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan
Kasat Reskrim Polres.!® Unit PPA Polri bertugas memberikan
pelayanan dengan bentuk perlindunga terhadap perempuan dan anak
yang telah menjadi korban atas segala bentuk tindak kejahatan dan
juga penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan
tugas, Unit PPA Polri bekerja sama dengan lembaga lain seperti
Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA),
Kementerian Sosial (Kemensos), dan Psikolog, serta keterlibatan
lemabaga lain yang mendukung kesuksesan dalam pengungkapan

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.1?

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah dalam

menyusun pembahasan, sehingga penulisan dalam penelitian ini terdiri

10 pasal 2, “Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia”.

11 Adminyl, "Mengenal Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polri", TRIBRATA News, 4
Mei 2021 diakses 13 July 2023, https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/05/04/mengenal-unit-
pelayanan-perempuan-dan-anak-ppa-polri/.




atas limabab dengan setiap bab yang terdiri atas sub bab yang akan
menerangkan pembahasan berbeda-beda disetiap babnya. Pemaparan

sistemastika dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I: pada bab ini memaparkan pendahuluan yang berisi sub bab
latara belakang masalah mengenai kasus pelecehan seksual dalam bentuk
pembegalan payudara yang mana penyelesaiannya melalui restorative
justice, kemudian untuk mengetahui berbagai pembahasan mengenai
problematika tersebut maka peneliti menuangkannya dalam bentuk
rumusan masalah, dan berbagai sub bab lain seperti tujuan dari penelitian,
manfaat penelitian, dan penjabaran kata kunci yang digunakan dalam sub

bab definisi operasional.

Bab I1: bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan erat
dengan persoalan yang diangkat berdasarkan latar belakang pada Bab I,
sehingga tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai pemaparan teori dan
pustaka yang digunakan sebagai analisis. Selain itu, pada bab ini peneliti
akan menunjukkan adanya refrensi melalui penelitian terdahulu yang

menjadi inspirasi dalam penulisan penelitian ini.

Bab Ill: pada bab ini tercantum sub bab mengenai metodologi
penelitian hukum yang dicantumkan pada sub jenis penelitian yuridis
empiris melalui pendekatan kualitatif untuk mengambil data secara
langsung melalui informan yang dan bertempat di Polres Madiun.

Kemudian dalam hal ini, pengambilan sumber data diperoleh secara
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langsung melalui informan yang nantinya sumber data tersebut diambil
melalui metode pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian mengenai kasus
pelecehan seksual begal payudara, dan dari semua data yang telah
terkumpul akan diolah melalui metode pengelolaan data yang tersiri atas

pemerikasaan data (editing), klasifikasi, verifikasi, analisi dan kesimpulan.

Bab 1V: bab empat pada penelitian ini bertujuan untuk
memparkan hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan metode
penelitian, hasil daripada penelitian tersebut nantinya akan dituangka
melalui pembahasan yang dianalisis melalui teori-teori yang digunakan,
guna menjawab rumusan masalah yang tertuang pada bab pertama,

tepatnya rumusan masalah.

Bab V: menjadi bab terkahir, dimana pada bab ini difungsikan
sebagai ringkasan jawaban dai hasil dan pemabahsan mengenai penerapan
restorative justice pada kasus begal payudara sebagai penghentian
penyidikan yang dianalisis melalui konsep-konsep kepastian hukum dan
nantinya dituangkan pada sub bab kesimpulan. Serta pada bab ini
dipaparkan mengenai saran atau rekomendasi yang berkaitan erat dengan

penelitian ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bab ini akan memuat informasi mengenai penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skrpsi, tesis,
ataupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian
guna menghindari adanya duplikasi dan selanjutnya dijelaskan atau
ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaanya dengan
penelitian-penelitian sebelumnya.’? Adapun penelitian terdahulu yang

digunakan sebagai inspirasi peneliti, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Asit Defi Indriyani yang dituangkan dalam jurnal
dengan judul “Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi
Korban Kekerasan Seksual”, Amita Women Crisis Center Ponorogo,
tahun 2021. Menarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual merupakan
suatu tindakan yang termasuk dalam kategori pidana yang
menimbulkan dampak negative bagi korban. Bukan hanya mengalami
kerugian secara fisik tetapi korban juga mengalami kerugian secara
materi sampai trauma psikis berkepanjangan akibat tindakan tersebut
ditambah dengan beban stigma negatif yang muncul dari masyarakat.

Oleh karena itu, penggunaan restorative justce dinilai kurang efektif

12 Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi 2022" (Malang: FAKULTAS SYARIAH UIN
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2022), 24.

12



karena ditakutkan muncul pemikiran atau anggapan bahwa tindak
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bisa diselesikan melalui ganti
rugi saja dan pelaku bisa berkelirian bebas, maka dari itu kehadiran

restorative justce hanya bisa digunakan dalam memenuhi hak-hak

korban untuk pulih kembali.3

Penelitian oleh Sabrina Hidayat. Dkk dalam jurnal denga judul
“Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan
Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Bau”, Universitas Halu Oleo,
tahun 2023. Menarik kesimpulan bahwa pengaturan terkait
penghentian penyidikan berdasarkan restorative justice tindak pidana
persetubuhan terhadap anak sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice, penghentian
penyidikan tersebut dilakukan demi hukum. Restorative merupakan
alasan baru dalam penghentian penyidikan setelah lahir Perkapolri
tersebut sebagai bentuk perluasan dari KUHAP agar penanganan
perkara bisa lebih baik. Akan tetapi terjadi kesalahan penafsiran oleh
Polres Baubau yang melakukan penghentian penyidikan demi hukum
berdasarkan restorative justice tanpa menuntaskan terlaksananya

perjanjian restorative justice tersebut, berimplikasi dilakukannya

13 Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan

Seksual",

1JouGS: Indonesian ~ Journal of  Gender  Studies, No.2  (2021)

https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284.
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praperadilan oleh korban yang merasa dirugikan akibat tidak

terpenuhinya restorative justice tersebut.!4

Penelitian oleh Diana Mulyasari dan Dian Andriasari yang dituangkan
dalam jurnal dengan judul “Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual di Polrestabes Bandung Untuk Mewujudkan
Perlindungan Hukum Bagi Korban”, Universitas Islam Bandung,
tahun 2023. Jurnal tersebut memberi kesimpulan bahwa penyidik yang
menangani kasus kekerasan seksual di Polrestabes Bandung belum
akuntabel pada pelaksaan proses penyidikan karena adanya
ketidakpercayaan masyarakat untuk melapor pada kepolisian yang
disebabkan adanya oknum peyidik yang kurang optimal dalam
menjalankan  tugasnya. Kemudian dalam proses pemberian
perlindungan bagi korban juga masih kurang sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku.1®

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Persamaan Perbedaan
Jurnal oleh Asit Defi| Penelitian ini | Pembahasan dalam
Indriyani, “Pendekatan | sama-sama penelitian ini lebih
Restorative Justice | menggunakan berfokus pada
Dalam Melindungi | pendekatan pemulihan

14 Sabrina Hidayat. Dkk, “Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan
Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Bau”, Halu Oleo Legal Research, No.2 (2023),
https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/348

15 Diana Mulyasari dan Dian Andriasari, “Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual di Polrestabes Bandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban”, No. 1
(2023), https://proceedings.unisha.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/4898
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Korban

Kekerasan
Seksual”, Amita Women
Crisis Center Ponorogo,
tahun 2021

restorative  justice
yang terjadi pada
kasus  kekerasan
seksual.

korban
restorative
sedangkan
penelitian
lebih

kerugian
melalui
justice
pada
peneliti
berfokus pada
proses  penerapan
restorative  justice
di kepolisian

Jurnal
Hidayat.
jurnal

oleh
DKk
denga

“Pembatalan
Penghentian Penyidikan
Berdasarkan
Praperadilan
1/Pid.Pra/2022/PN.Bau”,
Universitas Halu Oleo,
tahun 2023

Sabrina
dalam
judul
Atas

Putusan
Nomor

Dalam  penelitian
ini dengan peneliti
memiliki kesamaan
dalam penghentian
penyidikan melalui
restorative  justice
yang dilaksanakan
oleh Kepolisian

Penelitian ini
membahas adanya
ketidaksesuaian
pelaksanaan tugas
oleh Kepolisian
terkait  restorative
justice dimana
koban  melakukan
praperadilan  dan
dalam  penelitian
ini objek penelitian
berkaitan  dengan
korban
persetubuhan

Sedangkan  milik
peneliti lebih
membahas adanya
ketidaksesuaian
dasar hukum yang
digunakan oleh
Kepolisian sebagai
penghentian
penyidikan melalui
restorative  justice
pada kasus begal
payudara yang
melibatkan ~ anak
sebagai korban,
selain itu penelitian
milik peneliti
merupakan  jenis
penelitian  yuridis
empiris

Jurnal
Mulyasari

oleh
dan

Diana
Dian

Penelitian ini
memiliki kesamaan

Penelitian ini
membahas tentang
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Andriasari yang | yakni pada topik | akuntabilitas
dituangkan dalam jurnal | tentang restorative | Kepolisian sebagai
dengan judul | justice dan | penyidik yang
“Akuntabilitas merupakan kurang optimal
Penyidikan Tindak | penelitian  hukum | dalam menjalankan
Pidana Kekerasan | empiris tugasnya,
Seksual di Polrestabes sedangkan  milik
Bandung Untuk peneliti lebih
Mewujudkan menekankan pada
Perlindungan Hukum pembahasan terkait
Bagi Korban”, adanya
Universitas Islam ketidaksesuaian
Bandung, tahun 2023 pelaksanaan
restorative  justice
dengan aturan yang
hukum yang
berlaku

B. Kerangka Teori

Kerang